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ABSTRAK

ParisManalu : Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyitaan Pada Tahap
Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Prespektif Hukum Positif dan
Hukum Islam

Pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang sudah ada sgjak lama.
Namun seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan pencucian uang semakin
kompleks dengan metode yang semakin rumit dan sulit untuk dilacak. Peran dan
kewenangan Kejaksaan belum secara maksimal dalam melakukan penyitaan harta
hasil tindak pidana TPPU pada saat proses persidangan. Kelemahan regulas yang
terdapat di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan implikasi yang
nyata dan pasti.

Penelitian ini memiliki masalah yaitu Apakah ada kelemahan Peran dan
Kewenangan Jaksa pada saat persidangan dalam penyitaan terhadap aset dari hasil
money laundering ? Bagai mana perubahan aturan hukum Kewenangan Jaksa pada
saat persidangan dalam penyitaan aset dari hasil money laundering menurut
hukum positif dan hukum Islam ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji
serta memahami : untuk mengkaji serta memahami apakah ada kelemahan Peran
dan Kewenangan Jaksa pada saat persidangan dalam penyitaan terhadap aset dari
hasil money laundering, untuk menganalisis terkait perubahan aturan hukum
kewenangan Jaksa pada saat persidangan dalam penyitaan aset dari hasil money
laundering menurut hukum positif:dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif dan sebagal instrumen pengumpulan datanya
menggunakan wawancara, observas dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik
pengecekan keabsahan data yang digunakan adal ah triangul asi.

Hasil penelitian menunjukkan Kewenangan dan peran Jaksa sebagai
penyidik dalam tindak pidana pencucian uang secara umum mengalami
kelemahan pada frase “hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk
melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut” yang terdapat dalam Pasal 81
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Kendala penegakan hukum ini terjadinya dualisme kewenangan penyidik dengan
hakim. Perubahan hukum bagi kewenangan Jaksa dalam Pasal 81 Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara jelas dan
tegas (expressis verbis), Jaksa diberikan kewenangan yang penuh oleh perintah
undang- undang.

Kata Kunci: Kewenangan Jaksa, Tindak Pidana dan Pencucian Uang



ABSTRACT

Paris Manalu: The Authority of Prosecutorsin Carrying Out Confiscations
at the Prosecution Stage of Money Laundering Crimes from the Per spective
of Positive Law and Idamic Law

Money laundering is a crime that has existed for a long time. However,
aong with the development of the era, the crime of money laundering is
increasingly complex with methods that are increasingly complicated and difficult
to trace. The role and authority of the Prosecutor's Office have not been
maximized in confiscating assets from TPPU crimes during the trial process. The
weaknesses of the regulations contained in Law Number 8 of 2010 concerning the
Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes do not provide real and
definite implications.

This study has a problem, namely Are there weaknesses in the Role and
Authority of the Prosecutor during the trial in confiscating assets from money
laundering? How are the changes in the legal rules of the Prosecutor's Authority
during the trial in confiscating assets from money laundering according to positive
law and Islamic law? The purpose of this study is to study and understand: to
study and understand whether there are weaknesses in the Role and Authority of
the Prosecutor during the trial in confiscating assets from money laundering, to
analyze changes in the legal rules of the Prosecutor's authority during the tria in
confiscating assets from money laundering according to positive law and Islamic
law. This study uses a descriptive qualitative approach and as an instrument for
data collection using interviews, observations and documentation studies. While
the data validity checking technique used is triangul ation.

The results of the study show that the authority and role of the prosecutor
as an investigator in money |laundering erimes generally experience weaknesses in
the phrase "the judge orders the public prosecutor to confiscate the assets'
contained in Article 81 of Law Number 8 of 2010 concerning Money Laundering
Crimes. This law enforcement obstacle is the dualism of authority between
investigators and judges. Changes to the law for the authority of the prosecutor in
Article 81 of Law Number 8 of 2010 concerning Money Laundering Crimes.
Clearly and firmly (expressis verbis), the prosecutor is given full authority by the
order of the law.

Keywords: Prosecutor's Authority, Crime and Money Laundering
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Trandliterasi  huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan
0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

':Lli;léf Nama Huruf Latin Nama
! Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ b be
o Ta’ t te
o Sa’ S es (dengan titik diatas)
z Jm ] je
z Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
d Kha’ kh kadan ha
> Da d de
5 Zd z zet (dengan titik di atas)
p) Ra’ r er
3 Za z zet
o Sin S es
S Syin sy esdan ye
N Sad S es (dengan titik di bawah)
o Dad d de (dengan titik di bawah)
b Ta’ t te (dengan titik di bawah)
b Za z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ‘ komaterbalik di atas
¢ Gan g ge
< fa’ f ef

Xiv



é gaf qi
d kaf ka
J lam i ‘el
2 min ‘m ‘em
o nun n ‘en
| 3 waw w W
2 Ha’ h ha
s hamzah ’ apostrof
< ya ye

II.Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

dddmze

di tulis Muta’addidah
s ditulis ‘iddah
I11. Ta’ Marbutah di Akhir Kata bila dimatikan ditulis h
s> ditulis hikmah
a. Bila diikuti denga kata sandang ‘al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulish
st g¥idel S ditulis Karamah al-auliya’

b. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulist
B ditulis zakatul fitri
V. Vokal Pendek
fathah ditulis a
_oo_ kasrah ditulis [
dammah ditulis u




V. Vokal Panjang

Fathah + alif zjaL- ditulis ajahiliyyah
Fathah + ya’ mati . ditulis atansa
Kasrah + ya’ mati o5 ditulis I karim

Dammah + wawu mati >, ditulis u furud

V1. Vokal Rangkap

Fathah ya mati ditulis ai
oS ditulis bainakum
Fathah wawu mati ditulis au
Jg ditulis gaul

VI1I. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu K ata dipisahkan dengan Apostr of

o)) ditulis a’antum
& sl ditulis ‘u’iddat
KECRE! ditulis la’in syakartum

VIIl. Kata Sandang Alif + Lam
a. biladiikuti huruf Qomariyah

oLl ditulis al-Qur’an
o Ll ditulis al-Qiyas

b. Biladiikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah
yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el) nya.

slond! ditulis as-Sama’
it ditulis asy-Syams

XVi



I X. Penulisan Kata — kata dalam Rangkaian Kalimat

LA 93 ditulis Zawi a-furad
L JAT ditulis Ahl as-Sunnah

X. Pengecualian Sistem trandliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: a-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko
Hidayah, Mizan.
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